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BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 105 /406.001.3/2023

TENTANG

PROYEK STRATEGIS DAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

1.

BUPATI TRENGGALEK,

a. bahwa berdasarkan Pedoman Penilaian Pencegahan

Korupsi Pemerintah Daerah melalui Monitoring Center for
Prevention (MCP) Tahun 2023 dalam rangka menunjang
salah satu visi misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah 10 (sepuluh) paket

strategis/prioritas dengan nilai terbesar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, 10 (sepuluh) paket strategis/prioritas

dengan nilai terbesar ditetapkan oleh Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Proyek Strategis dan Prioritas Daerah

Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
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mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah
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dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggarakan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun
2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas



Menetapkan
KESATU

KEDUA
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Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun
2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Nomor 118);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Proyek Strategis dan Prioritas Daerah Tahun 2023 dengan
daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Bupati ini.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Februari 2023

BUPATI TRENGGALEK,
ttd.
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

-,

AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524 199703 1 001
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 105 /406.001.3/2023
TENTANG

PROYEK STARTEGIS DAN PRIORITAS
DAERAH TAHUN 2023

DAFTAR PROYEK STARTEGIS DAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2023

NO. PROYEK STATEGIS DAN PAGU LOKASI
PRIORITAS ANGGARAN
1 2 3 4
1 | Pengadaan Bangunan Gedung Kecamatan
4.916.340.000
Kantor (Gedung Rawat Inap Bedah) Trenggalek
Sub Kegiatan Pengembangan

Rumah Sakit

2 | Pembangunan Rawat Inap Kecamatan
4.073.000.000
Puskesmas Suruh Suruh
- 3 |Pembangunan Rawat Jalan| | Kecamatan
4.073.000.000
Puskesmas Suruh Suruh
""" 4 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan| | Kecamatan
3.322.000.000
RSUD Panggul Panggul
""" 5 | Pembangunan Jembatan Kelurahan| | Kecamatan
2.423.000.000
Tamanan Trenggalek
6 |Pembangangunan RTH dan Pujasera| | Kecamatan
2.300.000.000
Eks Dispendukcapil Trenggalek
""" 7 |Renovasi / Penambahan Ruang| | Kecamatan
2.065.000.000
Puskesmas Pogalan Pogalan
..... = PembangunanPekerjaanUrugan e
1.943.756.100
Shelter Dinas Sosial Trenggalek
""" 9 | Peningkatan/penyempurnaan tahap| | Kecamatan
8 /penyemp P 1.875.000.000
I  bangunan GOR Kabupaten Trenggalek

Trenggalek kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga Pendidikan
pada jenjang Pendidikan yang

menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota




NO. PROYEK STATEGIS DAN PAGU LOKASI
PRIORITAS ANGGARAN
1 2 3 4
10 | Peningkatan  Jalan  Banjar Kecamatan
1.817.000.000
Ngrambingan; Depok - Tangkil Panggul

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUNG YUDYANA

NIP. 19680524 199703 1 001

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN




